1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Badra Nawawi (2002), tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan
sebagal perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pembentuk undang-
undang menggunakan perkataan “ strafbaar feit *“ untuk menyebutkan * tindak
pidana “ di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perkataan “feit”” dalam
Bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sedangkan “straftbaar”
berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah, perkataan ““staftbaar feit” itu
dapat diterjemahkan sebagai “ sebagian dari suatu kenyataan yang dapat
dihukum”, sifat penting dari tindak pidana ialah adanya sifat melanggar hukum

dari suatu perbuatan.

Menurut Pompe dalam Lamintang (1996), perkataan ** straftbaar feit * itu secara
teoritis dapat dirumuskan sebagai “ suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap
tertib hukum) yang dengan senggja atau tidak sengagja telah dilakukan terhadap
seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah demi

terpeliharanyatertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
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Menurut Van Hammel dalam Andi Hamzah (2001), tindak pidana adalah
kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum,
yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan
perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan
pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila
pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Menurut Andi Hamzah (2001), unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:
a. Kelakuan dan akibat ( = perbuatan )

b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

d. Unsur melawan hukum yang objektif

e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah
perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur
kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana
penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno (1993), jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar

tertentu, antaralain sebagai berikut:
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a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain
kejahatan yang dimuat dalam Buku Il dan Pelanggaran yang dimuat dalam
Buku I11. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran® itu
bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke |1
dan Buku ke 11l melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum

pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel
Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil
adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu
adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang
pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan
akibat yang dilarang, karenaitu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang

itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana
senggja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak senggja (culpose delicten).
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara
lain sebagal berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasa 354 KUHP yang dengan
sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat
dipidana jika ada kesalahan, misanya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan
matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan

Pasal 360 KUHP.
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d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan
aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya
Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Tindak Pidanapasif dibedakan menjadi dua macam :

1) Tindak Pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil
atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa
perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.

2) Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya
berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secaratidak aktif atau
tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan
tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui

bayinya sehingga anak tersebut meninggal .

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana
terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana
formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak

sengaja sertatindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang
yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan
dengan pidana apabilaia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan
apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengena kesalahan yang dilakukan (Andi Hamzah, 2001).
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3. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Tindak pidana pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung
sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari
luar seolah-olah benar adanya, padaha sesungguhnya bertentangan
dengan yang sebenarnya. Jadi secara umum tindak pidana pemalsuan uang
adalah kegiatan menirukan keaslian dari suatu nilai mata uang yang di dalamnya

mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.

Menurut The Liang Gie (2000), untuk menjaga kelestarian keaslian isi sebuah

dokumen maka harus dipahami beberapa syarat keaslian dokumen, yaitu:

a Otentik
Untuk menunjukkan keotentikan sebuah dokumen, organisasi perusahaan
harus mendokumentasikan dan melaksanakan dengan baik kebijakan dan
prosedur yang mengawasi penciptaan, transmisi, dan pemeliharaan dokumen
untuk menjamin bahwa pencipta dokumen dapat dikena dan memang
mempunyai  kewenangan untuk mencipta dokumen. Dokumen juga harus
dijaga dari adanya penambahan, perubahan dan penghapusan oleh pihak yang
tidak berwenang.

b. Andal
Suatu dokumen dikatakan andal jika isinya dapat dipercaya. Untuk dapat
dipercaya dokumen harus menjadi gambaran yang akurat dan lengkap dari
transaksi, aktivitas, atau fakta yang ada sehingga ia dapat digunakan untuk

kegiatan atau transaksi berikutnya.
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c. Bulat
Adaah suatu keharusan bahwa sebuah dokumen terlindungi dari adanya
perubahan. Kebijakan dan prosedur mangjemen dokumen harus menjelaskan
tambahan atau anotasi yang mungkin dibuat pada sebuah dokumen sesudah
masa penciptaannya. Pada kondis apa penambahan atau anotas
diperbolehkan dan siapa yang berwenang untuk melakukannya. Setiap
perubahan atau anotasi yang sah pada dokumen setelah penciptaanya harus
secara j€las tercantum sebagai tambahan atau anotasi.

d. Siap Pakai
Sebuah dokumen dinyatakan siap paka jika ia dapat diketahui lokasinya,
dapat ditemukan kembali, dapat diperlihatkan dan dapat ditafsirkan dalam
konteks kegiatan bisnis yang lebih luas.

e. Akurat, Memadai dan Lengkap
Sebuah dokumen harus dengan benar menggambarkan apa yang telah
dikomunikasikan, diputuskan atau dilakukan. Sebuah dokumen harus dapat
mendukung kebutuhan-kebutuhan bisnis yang berhubungan dengannya atau
yang menjadikannnya sebagai aat bukti. Dengan demikian ia dapat digunakan

untuk tujuan pertanggungan jawab.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Setiap sistem hukum menunjukkan empat unsur dasar, yaitu: pranata peraturan,
proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan

dan lembaga penegakan hukum. Dalam ha ini pendekatan pengembangan
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terhadap sistem hukum menekankan pada beberapa hal, yaitu: bertambah
meningkatnya diferensiasi internal dari keempat unsur dasar system hukum
tersebut, menyangkut perangkat peraturan, penerapan peraturan, pengadilan dan
penegakan hukum serta pengaruh diferensiasi lembaga dalam masyarakat

terhadap unsur-unsur dasar tersebut (Satjipto Rahardjo, 1996: 27).

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan
hukum pada era modernisasi dan globalisas saat ini dapat terlaksana, apabila
berbagal dimens kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan
dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di
dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai
pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan
keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan

pidana (Satjipto Rahardjo, 1996: 28).

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

a.  Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang
menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut
ditegakkan tanpa terkecuali

b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept)
yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatas dengan hukum acara dan
sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul
setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-

keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber
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daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi

masyarakat (Mardjono Reksodiputro, 1994: 64).

2. Sistem Peradilan Pidana

Menurut Mardjono Reksodiputro (1994: 12-13), sistem peradilan pidana adalah
sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan
mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan
yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang
bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan

tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Menurut Atmasasmita (1996: 27), sistem peradilan pidana merupakan suatu
jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagal sarana
utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum
pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansia ini harus dilihat
dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi
hanya untuk kepentingan kepastian hukum sgja akan membawa bencana berupa
ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai precise justice,
maka ukuran-ukuran yang bersifat materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-
asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam

penegakan hukum.

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum
pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-

sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kegaksaan, pengadilan dan
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lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sitematik ini tindakan badan

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya.

Menurut Sudarto (1986: 35), instansi-instans tersebut masing-masing menetapkan
hukum dalam bidang dan wewenangnya. Pandangan penyelenggaran tata hukum
pidana demikian itu disebut model kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi
misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak
membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kegaksaan, itu sebenarnya
merupakan suatu keputusan penetgpan hukum. Demikian pula keputusan
Kgaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini
semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau
daam suasana kriminologi disebut crime control suatu prinsip dalam
penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai

dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya tampak pula, bahwa sistem peradilan pidana melibatkan penegakan
hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun
hukum pel aksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun
kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan
antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan

dan lembaga pemasyarakatan.

3. ProsesHukum Yang Adil (Layak)

Menurut Muladi (1997: 58), dalam pelaksanaan peradilan pidana, ada satu istilah

hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due process of law
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yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang
adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini
seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana
suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due process
of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan

secaraformil.

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap
batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meski ia
menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagal manusia memungkinkan
dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak
untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi
penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan
dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang

tidak memihak.

Konsekuens logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah
sistem peradilan pidana selain harus mel aksanakan penerapan hukum acara pidana
sesual dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum
yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional
mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem
peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sgjak awal sudah

dapat diberikan dan ditegakkan.
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Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-undang tersebut
memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggung jawab. Namun
semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada
pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai

suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu samalain.

4. Model Integrated Criminal Justice System

Menurut Romli Atmasasmita (1996: 6), dadam sistem peradilan pidana dikenal

tiga bentuk pendekatan, yaitu:

a Pendekatan Normatif
Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagal
ingtitusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga
keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
sistem penegakan hukum semata-mata.

b. Pendekatan administratif
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
sebagai suatu organisasi mangeman yang memiliki mekanisme kerja, bak
hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesual
dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisas tersebut. Sistem
yang dipergunakan adalah sistem administrasi.

c. Pendekatan sosial
Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosia sehingga



24

masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau
ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam

mel aksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adal ah sistem sosial.

Lebih lanjut menurut Romli Atmasasmita (1996: 7), ciri pendekatan sistem dalam

peradilan pidana, ialah:

a. Titik berat pada koordinas dan sinkronisas komponen peradilan pidana
(kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan)

b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen
peradilan pidana

c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiens
penyelesaian perkara

d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration

of justice

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup
praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama

membentuk suatu integrated criminal justice system.

Menurut Muladi (1997: 15), integrated criminal justice system adalah sinkronisasi

atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

a. Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka
hubungan antar lembaga penegak hukum.

b. Sinkronisasi substansia adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat

vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
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c. Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati
pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh

mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Kesdlarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya
merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu
subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya.
Demikian pula reaks yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu
subsistem akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya
Keterpaduan antara subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem
menjadikan kebijakan krimina sebagal pedoman kerjanya. Oleh karena itu
komponen-komponen sistem peradilan pidana, tidak boleh bekerja tanpa

diarahkan oleh kebijakan kriminal.

Komponen sistem peradilan pidana sebagal salah satu pendukung atau instrumen
dari suatu kebijakan kriminal, termasuk pembuat undang-undang. Olehkarena
peran pembuat undang-undang sangat menentukan dalam politik kriminal
(criminal policy) yaitu menentukan arah kebijakan hukum pidana dan hukum
pelaksanaan pidana yang hendak ditempuh dan sekaligus menjadi tujuan dari
penegakan hukum. Dalam cakupannya yang demikian, maka sistem peradilan
pidana (criminal policy system) harus dilihat sebaga the network of court and

tribunals which deal with criminal law and it enfor cement.

Pemahaman pengertian sistem dalam ha ini harus dilihat dalam konteks baik
sebagal physical system dalam arti seperangkat elemen yang secara terpadu

bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract system dalam arti
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gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain

berada dalam ketergantungan.

C. Faktor-Faktor yang M empengar uhi Penegakan Hukum

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti-hentinya
dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan,
melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat,
sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan

kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan.

Hukum tidak bersifat mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat
hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu
masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak |ebih hanya ide-ide
atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan,
ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan
perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Namun
demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan
telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan
penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan
dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan

keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan maupun dalam penerapannya.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan sgja,
namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain (Soerjono

Soekanto, 1986: 8-9):
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1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)
Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan
kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya
berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang

kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup law enforcement sga,
akan tetapi jua peace maintenance, karena penyelengaraan hukum
sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-
kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.
Demikian tidak berarti setigp permasalahan sosia hanya dapat diselesaikan
oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi
setigp warga masyarakat yang diaturnya dan seras antara ketentuan untuk

menerapkan peraturan dengan perilaku yang mendukung.

2. Faktor penegak hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas
atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan
hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa
kebenaran adalah suatu kebeatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran

adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap
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lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus

terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan
hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin

menjalankan peranannya sebagai mana mestinya.

. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan
hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk
mencapal dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan
penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi
kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan
hukum yang bak. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum
masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum
yang baik. Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan
dilaksanakannya penegakan hukum, menurut Baharudin Lopa seseorang baru
dapat dikatakan mempunya kesadaran hukum, apabila memenuhi hukum
karena kelkhlasannya, karena merasakan bahwa hukum itu berguna dan
mengayominya. Dengan kata lain, hukum dipatuhi karena merasakan bahwa

hukum itu berasal dari hati nurani.
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5. Faktor Kebudayaan
Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-
nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin
banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan
kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.
Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau
bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk

mel aksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.



